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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya 

jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Penerapan Anggaran 
Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 
Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima 
bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab UI Data 
dan Hasil Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V 
Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder Dinas PU Pengairan 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2008, yang diperoleh melalui meminta 

bantuan data dari Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2007 — 2008 yaitu Dinas 

PU Pengairan telah menerapkan anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2007 hingga 

sekarang. Laporan keuangan tahunan yang di keluarkan adalah berbentuk L AKI P 

( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang berisikan gambaran 

mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, lingkungan 

strategis yang berpengaruh, rencana stratejik, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta 

laporan kinerja dari Dinas PU Pengairan itu sendiri.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal 

ini tidak lepas dari keterbatasan pada diri penulis yang masih dalam taraf belajar. 

Maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun baik mengenai isi, 

pembahasan ataupun segala hal sangat diharapkan oleh penulis. Penulis berharap 

kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi terkait agar informasi 

yang disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan dimasa 

yang akan datang agar kinerja Dinas PU Pengairan Semakin meningkat serta 

sebagai bahan masukan akademisi bagi penelitian akuntansi sektor publik 

berikutnya.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi.

Penulis

Deni Yusrizal
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Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan 1) untuk melihat kinerja Dinas PU Pengairan Provinsi 
melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak dikeluarkannya 
peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang mekanisme penyusunan 
anggaran, pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran. 2) apakah penerapannya 
sesuai dengan standar yang ditetapkan, bagaimanakah penyusunan anggaran di Dinas 
PU Pengairan Provinsi dan hasil yang di dapat dari penerapan anggaran berbasis 
kinerja apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, efektifitas dari 
penyusunan dan penerapan serta melihat kendala- kendala apa saja dalam penerapan 
anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Teknologi pengukuran 
anggaran berbasis kinerja yang digunakan yaitu Value for money. Indikator Value 
for money harus menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis 
yang terbaik dengan menggunakan tiga E (ekonomis, efektif, dan efisien). Ini berarti 
unit biaya terendah tidak selalu menggambarkan Value for money yang terbaik, 
karena dengan biaya termurah tidak selalu merupakan yang terbaik. 
Ekonomis/kehematan yaitu mengurangi/meminimalkan penggunaan sumber daya 
dari sisi masukan (input) dalam suatu program kegiatan atau berkenaan dengan 
syarat dan kondisi dalam pengadaan sumber daya. Menghasilkan keluaran (output) 
maksimal dengan sumber daya yang ada atau dengan sumber daya minimal dapat 
menghasilkan keluaran (output) tertentu. EfektifThasil guna sering dikaitkan dengan 
kemanfaatan keluaran (output) yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau dihubungkan 
dengan tujuan akhir termasuk pengaruh/dampak yang lebih lanjut (outeome). 
Efektivitas diartikan sebagai pembandingan masukan - keluaran dalam berbagai 
kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yg ditetapkan, baik ditinjau dari 
kuantitas (volume) hasil keija, kualitas hasil keija maupun batas waktu yg 
ditargetkan. Efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan (operasi) yang telah 
mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil keija, kuantitas hasil keija 
maupun target batas waktu. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di 
mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output 
tertentu.Dari analisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomis membahas mengenai 
input, efektivitas membahas mengenai output, dan efisiensi membahas mengenai 
input dan output.Dengan menggunakan 3 variabel ini kita dapat melihat kinerja 
kegiatan operasi dari Instansi terkait.

Kata Kunci: Anggaran dan kinerja.
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Application Of Performance Base Budget In Dinas Pekeijaan Umum Pengairan

Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to see the performance of Dinas PU Pengairan 
provinsi sumatera selatan through Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi 
Pemerintahan (LAKIP). Since goverment declare rule of Menteri Dalam Negeri No 
13 in 2006, which is about budget arrangement mechanism, management, and budget 
responsible. (2) did application of performance base budget in Dinas Pu Pengairan 
following the Standard, effective from the application, and the constraints appear in 
application of performance base budge. Measurement tool of performance base 
budget is using value for money, indicators of value for money is level of achieve in 
economic cost
effisiency). it’s mean that the lowest cost isn’t describe the value for money always 
the best.economic is activity to minimum using resources of input and maximum 
output with all resources what we have. Effective is talking about output benefit 
from the purpose activity result until outcome. In another word, effective is the 
comparison between output and input in many activity until the purpose achieve, 
from performance quantity side, performance quality side and limeted time budge. 
Effisien is relationship between output and input to achieve certain output. From 
analysis above we can conclude that economic is about input, effective is about 
output, and effisiency is about relationship between output and input, from 3 
variable we can see the institution performance.

this tool has describe the three E (economy, effective, and

Keywords : Performance and Budget
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1.1 Latar Belakang

Semakin maju dan berkembang suatu bangsa maka dituntut agar setiap 

manusia terus dapat berusaha meningkatkan keahliannnya dalam berbagai sektor 

penunjang kehidupan manusia itu sendiri, terutama dalam dunia pemerintahan. 

Oleh karena itulah keberadaan Standar Akuntansi Pemerintahan dipercaya mampu

memberi manfaat, tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik namun juga

akan mampu berperan dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Dengan demikian terjadi percepatan pencapaian spirit reformasi akuntansi sektor 

publik yaitu menciptakan pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Indonesia,

khususnya pada Dinas PU Pengairan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Di era globalisasi dan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan

adanya transparansi dari semua elemen masyarakat, peranan akuntansi semakin

dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak pemerintah, tetapi juga untuk

kebutuhan pertanggung jawaban kepada pihak yang berkepentingan terutama

masyarakat umum. Hal ini di tunjang oleh semakin berkembangnya teknologi

informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan 

suatu lembaga dengan lembaga yang lain. Oleh karena itu, tersedianya infomasi

termasuk informasi keuangan semakin dituntut, untuk itulah akuntansi semakin

dibutuhkan.

Reformasi politik dan Pemerintahan pusat maupun Pemerintah daerah 

telah banyak mengubah sistem kehidupan pemerintahan. Karena adanya tuntutan 

untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang terbebas dari

1



tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satunya terwujud dalam tuntutan 

akan transparansinya laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di

setiap jajaran Pemerintahan.

Seperti yang telah ditetapkan PP 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk Laporan

Keuangan Tahun Anggaran 2005. Bagi masyarakat akuntansi, PP 24/2005 ini

dianggap sebagai tonggak sejarah karena sektor Pemerintahan belum mempunyai

standar akuntansi sejak Indonesia merdeka.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kineija yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,

didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran merupakan satu instrumen penting

didalam manajemen suatu organisasi, karena merupakan bagian dari fungsi

manajemen. Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk

pemerintahan, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara 

rutin. Bahkan di akuntansi sektor pemerintahan dibuat pencatatan mengenai

anggaran pendapatan dan belanja. Oleh karena itulah keberadaan Standar

Akuntansi Pemerintahan dipercaya mampu memberi manfaat, tidak hanya untuk 

meningkatkan pelayanan publik namun juga akan mampu berperan dalam 

memberantas korupsi. Dengan demikian terjadi percepatan pencapaian spirit 

reformasi akuntansi sektor publik yaitu menciptakan pemerintahan yang baik bagi 

negara Indonesia khususnya pada Dinas PU Pengairan Pemerintah Sumatera 

Selatan.
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Anggaran adalah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, 

meskipun tidak semua rencana dapat disebut sebagai anggaran. Sedemikian 

pentingnya anggaran, sehingga secara umum hal ini dapat diatur didalam 

konstitusi suatu negara, peraturan perundang- undangan atau dalam standar

akuntansi pemerintahan.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman pengelolaan negara, anggaran

menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan 

negara dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat 

mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan. Selain itu 

anggaran berfungsi sebagai alat prioritas, jumlah pendapatan sangat terbatas

sementara jumlah belanja terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus membuat

skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari belanja negara tersebut

dengan mendahulukan belanja sangat diperlukan dan mengurangi atau bahkan

menghapuskan anggaran belanja yang tidak perlu. Dengan kata lain para

pengguna anggaran diharuskan berhemat dan efisien dalam hal belanja negara.

Tidak hanya itu, anggaran sebagai alat negosiasi politik, adanya sumber daya 

keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negosiasi politik dengan 

parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik dengan tujuan yang berbeda

(Muchlis & Bahtiar, 2002: 1).

Anggaran diserahkan sepenuhnya pertanggungjawabannya kepada pejabat 

kuasa penguna anggaran yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran anggaran. Adapun pejabat yang dimaksud adalah 

gubernur, bupati, walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah daerah.
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Dalam proses penyusunan, realisasi serta pertanggung jawaban anggaran,

Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang mekanisme penyusunan

anggaran, pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran.

Anggaran dikatakan efisien apabila apa yang dianggarkan sesuai dengan 

apa yang di realisasikan, jadi dalam mengukur efisiensi suatu instansi 

pemerintahan menitikberatkan pada dampak suatu resiko yang menyebabkan 

instansi pemerintahan mengeluarkan biaya untuk menutup resiko tersebut.

Anggaran efektif yaitu apa yang dianggarkan dapat mencapai tujuannya. Jadi

dalam mengukur efektifitas instansi pemerintahan menitikberatkan pada

perbandingan output dan input.

Pengukuran kineija yang mencakup penetapan indikator dan capaian

kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Rincian

pengukuran kineija berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian 

target masing- masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir 

pengukuran kineija kegiatan, dilanjutkan dengan formulir pengukuran pencapaian 

sasaran. Penetapan indikator kineija didasarkan pada kelompok: masukan (input), 

keluaran (output) dan hasil (outcome).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa fokus pengukuran kineija 

instansi pemerintahan terletak pada outcome bukan pada input dan proses. 

Outcome yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi 

tolok ukur keberhasilan instansi pemerintah.
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Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat kinerja Dinas PU

Pengairan Provinsi melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejak dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang

mekanisme penyusunan anggaran, pengelolaan serta pertanggungjawaban

anggaran. Lalu muncul pertanyaan, apakah penerapannya sesuai dengan standar

yang ditetapkan, bagaimanakah penyusunan anggaran di Dinas PU Pengairan

Provinsi dan hasil yang di dapat dari penerapan anggaran berbasis kinerja apakah

sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, efektifitas dari penyusunan

dan penerapan serta melihat kendala- kendala apa saja dalam penerapan anggaran

berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Untuk menjawab semua pertanyaan

itulah. Maka penulis disini berminat untuk menelaah dan memahami lebih jauh 

lagi melalui penulisan dangan skripsi yang berjudul “Penerapan Anggaran

Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi

Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penelitian awal yang telah dilakukan, penulis telah 

mengidentifikasikan masalah yang tampak pada penerapan anggaran berbasis 

kinerja pada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dan dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja di Dinas PU 

Pengairan Provinsi dan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan ?
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2. Apakah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, Dinas PU

Pengairan Provinsi lebih efisien dalam penggunaan dana yang telah

dianggarkan.

3. Kendala-kendala apa saja dan apa akibat yang ditemui dalam

pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan

anggaran Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas PU Pengairan

Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk :

1. Untuk melihat apakah Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

sudah menyusun anggaran berbasis kinerja ? apakah ada kendala dan

kekurangan dalam penyusunan anggaran Dinas PU Pengairan Provinsi

Sumatera Selatan ?

2. Untuk dapat mengetahui apakah dengan penerapan anggaran berbasis

kinerja, Dinas PU Pengairan Provinsi lebih efisien dalam penggunaan

dana yang telah dianggarkan .

3. Untuk mengetahui kendala- kendala yang terjadi dalam penerapan, 

sehingga adanya perbaikan di masa yang akan datang.
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1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas PU Pengairan Provinsi 

Sumatera Selatan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman serta penerapan pengetahuan

teoritis yang didapat selama masa kuliah sehingga dapat membuka wawasan 

yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga membuat penulis lebih paham

mengenai anggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada Dinas PU Pengairan

Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai masukan untuk Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

tentang kendala dan permasalahan yang di temukan dan sebagai pedoman

untuk menyusun anggaran dimasa yang akan datang sesuai dengan apa yang

diharapkan kedepannya.

3. Bagi Lingkungan Pendidikan

Menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai anggaran 

berbasis kinerja pada instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat pula 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di masa datang.
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1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari permasalahan yang ada dan analisa yang dibuat lebih terfokus ke masalah

sehingga mencapai kesimpulan yang tepat. Maka penulis membatasi 

permasalahannya pada kegiatan penyusunan penganggaran, penerapan, hingga 

hasil yang dicapai.

1.5.2 Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas PU Pengairan Pemerintah Sumatera Selatan,

yang beralamat di Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang ( Telepon : 0711-

351104). data dari kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2008.

1.5.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah : anggaran dan kinerja

Anggaran adalah suatu rencana keuangan tertulis mengenai kegiatan

organisasi yang di susun secara periodik, dinyatakan secara kuantitatif dan

umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk melaksanakan program - program

yang telah di sah kan dalam jangka waktu tertentu ( Nafirin ,2000: 1).

Kinerja : Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi

(Bastian,2006).
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1.5.4 Data dan Metode Pengambilan Data

1.5.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau

kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder

umumnya adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data seperti melalui dokumen atau arsip. Data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi penganggaran dan

data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada Dinas PU Pengairan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber internal, yaitu Dinas PU 

Pengairan Pemerintah Sumatera Selatan.
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1.5.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan mengumpulkan data baik data primer maupun data 

sekunder, penulis menggunakan dua metode, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

penelitian melalui buku-buku, laporan-laporan, majalah-majalah ilmiah 

dan brosur-brosur yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara:

Observasi

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung pada

bagian yang memproses data -data yang berhubungan dengan

penganggaran dan penerapannya pada Dinas PU Pengairan Pemerintah

Sumatera Selatan.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa 

dokumen. Data-data ini dikumpulkan dengan cara meminta, mencatat, 

melihat, dan menyalin. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis yaitu 

meminta dan menyalin struktur organisasi serta semua hal yang 

berkaitan dengan komponen-komponen penyusun penganggaran .

10



1.5.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan ialah analisis deskriptif kualitatif 

yang membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi 

yang didapat, mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang 

dikumpulkan, mencari penjelasan apakah konsep baru tersebut berlaku 

umum atau baru terjadi bila ada prasayarat tertentu. Dalam penulisan

skripsi ini, Analisis deskriptif kualitatif menggunakan data yang dihasilkan 

dari penelitian dengan memberikan gambaran apa adanya atau sesuai

dengan kenyataan, lalu membandingkannya dengan standar yang telah

berlaku. Kemudian data tersebut di evaluasi untuk menemukan masalah-

masalah yang terjadi.

Teknologi pengukuran kinerja yang digunakan yaitu menggunakan Value

for money.

Alat / tolok ukur dalam mengukur kinerja yang dapat juga digunakan

adalah dengan Value for money. Indikator Value for money harus

menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang 

terbaik. Ini berarti unit biaya terendah tidak selalu menggambarkan Value 

for money yang terbaik, karena dengan biaya termurah tidak selalu

merupakan yang terbaik. Untuk lebih jelasnya, efisiensi, efektivitas, dan

ekonomis akan diuraikan sebagai berikut.

Ekonomis/kehematan yaitu mengurangi/meminimalkan

penggunaan sumber daya dari sisi masukan (input) dalam suatu program
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kegiatan atau berkenaan dengan syarat dan kondisi dalam pengadaan 

sumber daya. Menghasilkan keluaran (<output) maksimal dengan sumber 

daya yang ada atau dengan sumber daya minimal dapat menghasilkan

keluaran (output) tertentu.

EfektilThasil guna sering dikaitkan dengan kemanfaatan keluaran

(output) yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau dihubungkan dengan 

tujuan akhir termasuk pengaruh/dampak yang lebih lanjut (outcome). 

Efektivitas diartikan sebagai pembandingan masukan - keluaran dalam

berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yg ditetapkan, baik

ditinjau dari kuantitas (volume) hasil keija, kualitas hasil keija maupun

batas waktu yg ditargetkan. Efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan

(operasi) yang telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas

hasil keija, kuantitas hasil keija maupun target batas waktu.

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang

dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output

tertentu. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ekonomis membahas

mengenai input, efektivitas membahas mengenai output, dan efisiensi 

membahas mengenai input dan output.

Dari evaluasi tersebut, penulis berusaha untuk memberikan pemecahan 

dari permasalahan penelitian yang ditemukan.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses 

menganalisis data:
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1. Mengidentifikasikan penyusunan hingga hasil dari penerapan anggaran 

berbasis kinerja pada Dinas PU Pengairan Provinsi serta Mengevaluasi

kinerja apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Melihat efisiensi Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan setelah

diterapkan penyusunan anggaran dengan menggunakan anggaran berbasis

kinerja.

3. Memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kendala- kendala yang

didapatkan selama proses evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja

tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran umum

secara garis besar dan menjelaskan isi skripsi sehingga dapat menggambarkan

hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Penulisan skripsi ini

menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

masalah pokok pemikiran yang melandasi permasalahan yang akan dibahas yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, 

data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika

penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi 

penyusunan skripsi ini. Penulis hanya menuliskan teori-teori yang mempunyai 

relevansi yang mendukung proses penulisan.

BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi atau gambaran umum objek yang 

akan diteliti yang mana dalam penelitian kali ini yang menjadi objek 

penelitiannya ialah Dinas PU Pengairan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap penyusunan

hingga penerapan anggaran berbasis kinerja dan struktur organisasi (pembagian

tugas dan wewenang). Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas PU

Pengairan.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam skripsi ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

dari tahap analisis dan pembahasan dalam penelitian, dan juga berisi saran-saran

yang terkait erat dengan objek serta tujuan penelitian yang dianggap perlu untuk

disampaikan.
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